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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan 
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
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ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha y ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َْفي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ي Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 َو Dammah dan wau u u dan garis di 
atas 
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Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
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ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
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 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
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10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : RAHMI HUMAIDA 
NIM  :  10100115086 
Judul Skripsi: EFEKTIVITAS PANGGILAN GAIB MELALUI MEDIA 
MASSA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 
KELAS 1B 
Skripsi ini membahas tentang panggilan gaib melalui media massa yang 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Kemudian yang 
menjadi sub pokok pembahsan yaitu proses Panggilan gaib yang dilkaukan oleh 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B  serta upaya yang dilakukan 
pengadilan untuk mengoptimalisasikan panggilan gaib. Adapun tujuan penelitian 
ini yaitu mengetahui pelaksanaan panggilan gaib melalui media massa dan 
efektivitasannya di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 
dengan menggunakan jenis penelitian fie research kualitatif deskriptif. Perolehan 
data diambil dari data primer dan skunder. Metode perolehan datanya dengan cara 
wawancara serta mengambil dari data-data yang menyangkut tentang panggilan 
gaib. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa panggilan gaib melalui 
media massa radio di Pengadilan Agama Sungguminasa sudah tidak efektif lagi, 
hal ini dilihat dari jumlah pihak yang hadir dalam persidangan setelah dilakukan 
pemanggilan. Bahwa dari hasil penelitian, setelah dilakukan pemanggilan melalui 
RRI tidak ada yang datang. Pemanggilan terhadap pihak yang gaib di Pengadilan 
Agama Sungguminasa yaitu sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, khusunya 
yang berkaitan dengan perkawinan yaitu dengan cara memanggilnya melaui 
media massa sebanyak dua kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan 
panggilan kedua selama satu bulan dan panggilan kedua dengan hari sidang 
selama tiga bulan. Jenis media massa yang digunakan adalah radio, yaitu Radio 
Republik Indonesia (RRI). Adapun Pengadilan Agama Sungguminasa tidak 
melakukan upaya lain dalam mengoptimalkan panggilan gaib. 
Adapun implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan adanya perubahan 
metode  panggilan gaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Melihat pihak yang datang setah pemanggilan, tentu sudah menjadi tugas 
pengadilan untuk melakukan inovasi baru untuk mengoptimalkan panggilan gaib, 
seperti Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan panggilan melalui Short 
Message Service (SMS) atau melakukan panggilan online dengan cara mengirm 
peasan Whatssapp atau melalui e-mail. Melihat perkembangan teknologi saat ini 
sangat berkembang, maka sekiranya perlu untuk dimanfaatkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan  hukum. Seiring dengan ketentuan tersebut, maka salah 
satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan bebas dari penagruh kekuasaan lainnya dalam 
menegakkan hukum dan keadilan.1 Di indonesia, untuk menjalankan kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh empat lingkungan peradilan, yakni lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan 
lingkungan peradilan tata usaha negara, yang kesemuanya berpuncak pada 
Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap lingkungan 
peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan 
diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara 
sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam undang-undang.2 Agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, susunan, kekuasaan serta acara 
badan-badan peradilan negara yang telah ada yaitu peradilan umum, peradilan 
agama, peradilan muliter dan peradilan tata usaha negara di tanah air kita, 
                                                             
1
 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencna, 2017), h. 9. 
2Anshary MK, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan MahkamahSyar‟iyah (Cet. 
I; Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 53. 
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menurut Pasal 12 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, diatur dalam undang-undang tersendiri.3 
Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52 A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang badan peradilan agama adalah 
sebagai berikut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah 
dan Ekonomi Syariah.4 
Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro-kontra yamg tak jarang 
menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan 
berkeluarga, tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang 
berujung pada perceraian. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kasus 
perceraian adalah Pengadilan Agama, hanya saja dikhusukan bagi orang yang 
beragama Islam.  
Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi 
untuk menemukan titik kebenarannya. Selain itu, pengadilan juga merupakan 
tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu 
seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar pada keadilan. 
Maka sangat penting untuk kedua belah pihak hadir dalam persidangan.  
                                                             
3Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Press, 
1997), h.223. 
4Abd. Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 84. 
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Agar para pihak hadir dalam persidangan  maka dibutuhkan pemanggilan 
kepada keduanya. Maka dari itu pengadilan membuat surat pemanggilan atau 
yang biasa disebut dengan relaas panggilan. Surat panggilan disebut juga 
“relaas”. Dalam hukum Acara Perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik. 
Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa 
akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa 
yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya.5 
Pemanggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi yang 
bersangkutan. Maka alamat pihak yang berperkara harus dicantumkan secara 
lengkap untuk memudahkan pemenuhan panggilan. Namun, terkadang apabila 
terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri salah satu pihak ada yang 
meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui 
keberadaannya. Adapula yang telah meninggalkan rumah sebelum terjadi 
pertikaian tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka 
pihak tersebut akan digaibkan dan hal ini memerlukan penelitian yang lebih jeli 
apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak 
dapat dipungkiri jika kemudian hari orang yang digaibkan tersebut datang dan 
mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang. 
Maka dari itu, orang yang digaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, 
tetapi dengan cara lain. Pemanggilan dilakukan berdasarkan pada pasal 27 
                                                             
5Abdul Mannan, Penerapan Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 83. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yakni melalui media massa yang telah 
ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan peraturan yang  berlaku. 
Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. 
Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan siaran yang menjadi pilihan 
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengirim relaas kepada pihak yang 
digaibkan karena dianggap paling murah dan sederhana.  
Mengingat rujukan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 di mana pada saat itu radio merupakan media 
yang populer bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Namun melihat 
relita disekitar, radio nampaknya sudah mulai berkurang kepopularitasannya. Saat 
ini, untuk mengakses berita orang-orang cenderung menggunakan media sosial 
dan televisi untuk mendapatkan dan mengakses informasi. Terlebih lagi fasilitas 
untuk mengakses internet saat ini jauh lebih mudah dengan adanya smartphone 
yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Hal serupa juga terjadi di 
Kabupaten Gowa, di mana orang-orang lebih memanfaatkan teknologi seperti 
smartphone dan televisi untuk mengakses dan mendapatkan berita terkini. 
Berdasarkan hasil pengamatan, minat terhadap radio semakin menipis. 
Kini radio tak lagi digunakan untuk mengakses informasi, kadang kala radio 
hanya digunakan untuk mendengarkan musik dan keperluan komersial. Hal 
seperti ini yang menjadi problem, apakah penggunaan metode seperti ini masih 
relevan dengan keadaan masyarakat. Di samping itu, siaran radio yang digunakan 
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juga merupakan siaran lokal yang hanya didengar oleh masyarakat sekitar daerah 
itu saja. Selain itu, waktu penyiaran yang kurang efektif juga menjadi salah satu 
masalah dalam menerapkan metede ini. 
Mengingat perkara perceraian menyangkut hak dan kewajiban serta 
mempunyai akibat hukum, maka sangatlah rugi jika tiak dapat hadir di pengadilan 
untuk membela hak-haknya. Hal lain yang dapat terjadi adalah seseorang dapat 
bebas dari kewajibannya jika salah satu pihak tidak menghadiri persidangan. 
Berangkat dari fenomena-fenomena di atas maka penulis ingin mengetahui 
lebih lanjut tentang panggilan gaib, maka dari itu penulis mengangkat judul 
penelitian yaitu: “EFEKTIVITAS PANGGILAN GAIB MELALUI MEDIA 
MASSA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 B”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
a. Efektivitas Panggilan Gaib 
b. Media Massa 
c. Pengadilan Agama 
2. Deskripsi fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap 
judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi kata dari judul yang 
diangkat, diantaranya: 
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a. Efektivitas Panggilan Gaib 
1) Efektivitas  
Efektivitas merupakan kemampuan untuk menentukan tujuan yang 
memadai dengan kata lain melakukan hal atau memilih sasaran yang tepat.6 
Kata efektivitas yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah 
tercapainya sesuatu sesuai dengan sasarannya atau sesuatu telah mencapai tujuan 
yang diinginkan atau ditargetkan. 
2) Panggilan gaib 
Panggilan gaib yang dimaksud dalam penelitian ini adalah panggilan 
kepada pihak yang berperkara yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga dia 
disebut gaib. 
b. Media massa 
Media massa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan 
informasi kepada pembaca, pendengar, pemirsa dan seluruh penerima informasi 
baik melalui media cetak, elektronik maupun online. 
c. Pengadilan Agama 
Di dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 pengadilan diartikan sebagai  
“suatu badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan 
mengadili perselisihan-perselisihan hukum”. Semua putusan diambil “atas nama 
Republik Indonesia” atau “atas nama Keadilan.7 
                                                             
6James A. F. Stoner dkk, Management, Terj. Alexander Sindoro, Manajemen (Jakarta: 
PT. Prehaulindo, 1996), h. 9. 
7Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Ed. Revisi, Cet. III; Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 2-3. 
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Jadi Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman 
yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan 
padanya berdasarkan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang 
khusus yang mengatur tentang hal itu. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka 
penulis merumuskan pokok masalah, “Bagaimana efektivitas panggilan gaib 
melalui media massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. 
Sehubungan dengan pokok maslah tersebut penulis menemukan 3 submasalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pelaksanaan panggilan gaib melalui media massa di 
Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B? 
2. Bagaimana mengoptimalkan panggilan gaib melalui media massa di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek penelitian ini diperoleh beberapa hasil penelitian yang 
berkaitan dengan surat panggilan diantaranya: 
Walno Rofiyanto, tahun 2008  judul skripsi “Kajian tentang Pelaksanaan 
„Surat Panggilan Ghaib‟ yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar”. 
Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan panggilan gaib dan faktor-faktor penerbitan 
surat panggilan gaib di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam skripsi walyono 
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tidak membahas tentang bagaimana efektivitas panggilan gaib melalui media 
massa yang mana menjadi fokus dalam penelitian ini. 
Shofiyatul Maula, tahun 2012  judul skripsi “Analisis Terhadap Keabsahan 
Panggilan Sidang Menggunakan Media Elektronik (Studi kasus di Pengadilan 
Agama Semarang)”. skripsi ini berfokus pada keabsahan panggilan melalui media 
elektronik fax dan radio serta pandangan hakim Pengadilan Agama tentang 
keabsahan praktek panggilan melalui media massa. Pada dasanya skripsi yang 
ditulis oleh shofyatul maulana ini sama-sama membahas tentang panngilan 
melalui media massa tetapi penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus kepada 
pelaksanaan panggilan melalui media massa. 
Dwi Utami Hudaya Nur, tahun 2016 judul jurnal “Kedudukan Relaas 
Panggilan terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar” adapun 
jurnal ini dan penelitian skripsi ini sama-sama membahas tentang panggilan hanya 
saja dalam penelitian ini lebih berfokus pada kedudukan relaas panggilan 
sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada panggilan gaib yang 
dilaksanakan melalui media massa. 
Idham Abdul Fatah R, tahun 2010 judul skripsi “Putusan Pengadilan 
Agama Kota Tangerang dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Isteri Mafqud” 
persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas 
tentang pihak yang gaib (atau dalam istilah fiqih mafqud), namun skripsi ini tidak 
membahas tentang bagaimana cara pemanggilan pihak yang gaib yang menjadi 
fokus skripsi penulis melainkan hanya membahas tentang bagaimana hakim 
memutuskan perkara perceraian dengan alasan istrinya mafqud (gaib). 
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Abdul Manan, tahun 2000 dengan judul buku “Penerapan Hukum Acara 
Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, adapun persamaan anatara buku ini 
dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang panggilan hanya saja 
yang berbeda adalah buku ini membahas panggilan yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama sedangkan skripsi ini hanya berfokus pada panggilan gaib saja. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Ditinjau dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitan ini 
adalah: 
a. Mengetahui efektivitas panggilan gaib melalui media massa di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. 
b. Mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas 1B agar panggilan gaib dapat sampai kepada pihak yang dituju. 
2. Kegunan penelitian 
Adapun kegunan dari penelitian ini, yaitu: 
a. Keguanan ilmiah 
Penelitian in diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi 
peneliti lain serta kontribusi di bidang hukum terkhusus Hukum Acara 
Perdata Islam di Indonesia. 
b. Kegunaan praktis 
1) Sebagai informasi kepada kepada masyarakat dan pembaca untuk 
menambah wawasan. 
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2) Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan 
khususnya untuk kasus pemanggilan gaib agar dapat terlaksana dengan 
baik. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Panggilan Gaib 
1. Pengertian efektivitas 
Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 
tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, 
meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekan pada 
hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil 
yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.8 
Secara umum efektivitas merupakan suatu kondisi yang merujuk pada 
tingkat keberhasilan atau pencapaian sesuatu yang dilihat dari kualitas, kuantitas, 
dan waktu yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga 
yang mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan terhadap 
pencapaian target yang ingin dicapai oleh sesorang atau organisasi dengan cara 
tertentu. Artinya semakin banyak target yang dicapai maka semakin efektif pula 
kegiatan itu.9 
Menurut Dasril Munir dkk, bahwa “efektivitas menunjukkan seberapa jauh 
organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga 
                                                             
8
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan 
Kerkunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap 
Kerukunan Umat Beragama (Cet. I; Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan, 2015) h. 6. 
9Maxmanroe.com, Pengertian Efektivitas: Kriteria Apek dan Contoh. 
https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html (19 April 2019). 
11 
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tujuan yang ditetapkan dapat tercapai menggunakan sumber daya yang ada”. 
Selanjutnya masih dari beliau juga, menurutnya jika berbicara mengenai 
efektivitas ada 2 aspek yang harus diperhatikan didalamnya, yaitu: (1). Tujuan 
yang hendak dicapai. (2). Proses pelaksanaan dengan menggunakan cara, alat, dan 
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas ada 2 hal penting yang harus 
diperhatikan yaitu selain pencapaian target, bagaimana proses pencapaian tujuan 
juga perlu diperhatikan. Proses pencapaian tujuan tentunya menggunakan cara-
cara yang benar dalam hal ini cara yang sesuai prosedur atau mekanisme yang ada 
dalam ketentuan, sehingga pada keseluruhan rangkaian kegiatan harus mengacu 
pada prosedur yang telah ada berdasarkan ketentuan yang berlaku.10 
2. Pemanggilan pihak-pihak 
Pemanggilan yang dalam bahasa Belanda di sebut sebgai exploot atau 
pemberitahuan yang harus disampaikan secara tertulis (schriftelijk relaas). 
Exploot atau dalam bahasa Prancis disebut exploit. Exploit adalah surat panggilan 
yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Namun, lazimnya kata yang 
digunakan untuk menyebut surat panggilan adalah relaas. Relaas merupakan 
berita acara pemnanggilan sebagai isi dari exploot.11 
Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata: menyampaikan secara 
resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 
                                                             
10Damianus Ding, Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long 
Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Ejournal.ip.fisip.unmul.org (Diakses 20 April 2019). 
11
 Mustafa Sy., Kepanitraan Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 103. 
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perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta 
dan di perintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 
390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya 
panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan 
juru sita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah 
ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau 
penetapan pemberitahuan.12 
Dalam Islam, pemanggilan para pihak juga menjadi suatu kewajiban bagi 
hakim dalam memutuskan perkara. Pemanggilan para pihak dilakukan guna 
memperoleh keputusan yang adil karena keputusan dapat ditetapkan secara adil 
setelah mendengarkan dari kedua belah pihak. Sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmizi yang mengharuskan hakim 
untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebelum memutuskan 
hukuman: 
نعو  ِضَق َت َلاَف ِنَلاَُجر َكْيَلِإ ىَضاَق َت اَذِإ" : م ص للها لوسر لاق : لاق ونع للها يضر يلع
 .َدْع َب اِّيِضَاق ُتِْلز َامَف : ُّيلع لاق " يِضْق َت َفْيَك ْيِرْدَت َفْوَسَف ِرَخلآْا ِمَلاَك َعَمْسَت ىَّتَح ِلَّوَْلِْل
 َناّبح نبا وححصو ينيدملا نبا هاوقو ةنسحو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور( 
Artinya: 
Dari Ali r.a. mengatakan: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila ada dua 
orang meminta keputusan hukum kepadamu, janganlah kamu 
memutuskan untuk orang yang pertama sebelum kamu mendengarkan 
keterangan orang kedua, maka kamu akan mengetahui bagaimana harus 
memutuskan hukum”. Ali berkata, “Setelah itu aku selalu menjadi 
hakim (yang baik)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmizi. Hadis ini 
                                                             
12M. Yahya Harap, Hukum Acara Perdata (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 213. 
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dinilai hasan oleh at-Tirmizi, dinilai qawi oleh Ibnu al-Madini, dan 
dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).13 
 
Adapula hadis yang mengharuskan kedua belah pihak untuk duduk 
bersama dihadapan hakim, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud: 
 ِيَدَي ِنْي َب ِناَدُعْق َي ِنْيَمْصَخْلا َّنَأ( " : م ص ِوَّللا ُلْوُسَر ىَضَق : َلَاق ِرْي َبُّزلا ِنْب ِوَّللا ُدْبَع نعو
مكاحلا ةححصو دواد وبأ هاور".ِمِكاَحْلا  
Artinya: 
Dari Abdullah ibnuz-Zubair r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. 
memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk 
memutuskan perkara) di depan hakim.” (HR. Abu Daud. Hadis ini 
dinilai shahih oleh al-Hakim).14 
 
Dari kedua hadis di atas sangat jelas bahwa syari‟at sangat mengharuskan 
adanya kehadiran kedua belah pihak dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini 
juga sebagai bagian dari penyamaan kedudukan para pihak di depan hukum dan 
juga guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu 
pemanggilan para pihak untuk hadir dalam proses persidangan itu sangat perlu 
dilakukan oleh pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bagi para pencari 
keadilan. 
Pemanggilan para pihak khususnya pada kasus cerai gugat dan cerai talak  
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 
                                                             
13
 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulūḡh Al-Marām Min Ādilat Al-Āhkām, Terj. 
Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Cet. V; Jakarta: Akbarmedia, 
2010), h. 384. 
14
 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulūḡh Al-Marām Min Ādilat Al-Āhkām, h. 386. 
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Tahun 1989 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, selain itu juga mengikut pada tata cara 
pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata Umum.15 
a. Bentuk Pemanggilan 
Panggilan dilaksanakan dengan surat panggilan atau relaas yang dilakukan 
oleh juru sita. Relaas masuk dalam kategori akta otentik. Sebagai akta otentik  apa 
yang terkandung dalam relaas harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya.16 
b. Teknis Pemanggilan 
Teknis pemanggilan telah diatur dalam berbagai pasal, diantaranya: Pasal 
122, 390, 391 HIR/ 146, 718, 719 Rbg; Pasal 26, 27, 28 PP Nomor 9 Tahun 1975; 
Pasal 138, 139, dan 140 Kompilasi Hukum Islam.17 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1989  mengatur sebagai berikut: 
1. Panggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara 
permohonan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, dan panggilan 
kepada pihak penggugat (istri) dan pihak tergugat (suami) dalam perkara 
gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 dimulai sejak perkara terdaftar di 
Kepanitraan Pengadilan Agama. Sebab sidang pertama untuk perkara-perkara 
itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat 
                                                             
15Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet I; Makassar: Alauddin Press 
University, 2013), h. 77. 
16Anshary MK, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah, h. 
57. 
17Anshary MK, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah, h. 
57. 
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panggilan sudah harus diterima oleh para pihak sekurang-kurangnya tiga hari 
sebelum hari sidang. 
2. Dalam perkara gugatan cerai penggugat atau tergugat akan dipanggil untuk 
menghadiri sidang. Panggilan tersebut disampaikan langsung kepada pihak 
yang bersangkutan. Apabila pihak yang dituju tidak dijumpai, maka panggilan 
disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan 
patut dan sudah diterima oleh penggugat dan tergugat atau kuasanya selambat-
lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Untuk panggilan kepada pihak 
tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan, sedangkan pihak penggugat 
panggilan tidak dilampirkan salinan gugatan. 
3. Apabila dalam perkara gugatan cerai tergugat tidak diketahui tempat 
kediamannya atau tidak jelas keberadaannya dan tempat tinggal menetapnya 
tidak menetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan panggilan 
pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan 
diumumkan melalui media massa (surat kabar atau yang lainnya). 
Pengumuman melalui media massa tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali 
dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua adalah 
satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan sidang pertama 
sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika panggilan telah dilaksanakan tetapi 
tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, maka pengadilan agama bisa 
memutus perkara tersebut dengan verstek. 
4. Pemanggilan kepada tergugat yang berada di luar negeri dalam perkara gugatan 
cerai, dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara 
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setempat. Sidang pertama dimulai secepat-cepatnya enam bulan sejak perkara 
tersebut terdaftar di pengadilan.18 
Adapun perkara yang telah disebutkan diatas hanya menyinggung 
beberapa perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, pertanyaan yang 
selanjutnya adalah apa saja ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang dapat 
diberberlakukan secara umum. Adapun yang berlaku secara umum adalah sebagai 
berikut: 
1. Panggilan sidang pertama untuk perkara permohonan cerai talak, perkara 
perkara permohonan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dan perkara 
gugatan cerai, panggilan ditentukan selambat-lambatnya hari ke-27 sejak 
perkara terdaftar di Kepaniteraan. Untuk perkara yang lain, tidak ada 
pengaturan limit. 
2. Penyampaian panggilan harus kepada pribadi yang bersangkutan. Bila tidak 
dapat dijumpai, disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. 
3. Panggilan harus dilakukan dengan patut, artinya sebagai berikut: 
a. Disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya 
atau melalui Lurah/Kepala Desa. 
b. Panggilan kepada tergugat atau kepada termohon (dalam perkara 
contentiosa), harus dilampiri salinan gugatan/salinan permohonan. 
c. Tiga hari sebelum sidang di buka, panggilan sudah diterima oleh pihak yang 
berperkara atau kuasa sahnya. Tiga hari yang di sini adalah termasuk hari 
                                                             
18Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru) (Cet. XVI; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015), h. 84-85. 
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besar dan hari libur. Sebab PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan hal 
lain selain dua kata ini “tiga hari”.19 
4. Apabila tergugat atau termohon (contoh dalam perkara tentiosa) telah 
dipanggil dengan patut, lalu ia atau kuasa sahnya tidak datang dipersidagan 
maka perkaranya tersebut oleh hakim dapat diputus dengan verstek.20 
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa khusus untuk perkara 
perkawinan, jangka waktu tiga hari termasuk hari besar dan hari libur karena 
dalam aturan tidak di sebutkan secara jelas, sedangkan untuk perkara di luar 
perkara perkawinan ikut pada ketentuan Hukum Acara Perdata Peradilan 
Umum.21 
Apabila diteliti pasal-pasal tentang pemanggilan para pihak ada beberapa 
hal yang belum termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan yang terdapat pada Het Herziene 
Inlandache Reglement (HIR) serta pasal-pasal dalam Rechts Reglement 
Buitengewesten (RBg), di antaranya adalah tentang: 
a. Perkara yang digugurkan karena penggugat tidak hadir dipersidangan; 
b. Tergugat melakukan perlawanan (eksepsi), baik eksepsi relatif maupun eksepsi 
absolut sekalipun tidak hadir dipersidangan; 
c. Panggilan kedua boleh dilakukan sebelum perkara tersebut diputus verstek atau 
digugurkan; 
                                                             
19
 Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., Hukum Acara Peradilan Agama, h. 78. 
20
 Roihan A.Rasyid, S.H., M.A., Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru),  h. 86. 
21
 Pasal 26 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut HIR Pasal 122, disebutkan tiga 
hari kerja, sehingga hari libur tidak termasuk. 
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d. Sidang wajib diundurkan apabila pada panggilan pertama sebagian tergugat 
hadir dan sebagiannya tidak; 
e. Panggilan kepada pihak yang tidak diketahui kediamannya (selain perkara 
gugatan cerai); 
f. Panggilan kepada pihak yang telah meninggal dunia.22 
Untuk menambahkan beberapa kekurangan aturan pemanggilan pihak-
pihak, maka peradilan agama menambahkan beberapa ketentuan untuk 
melengkapi hukum acara perdata di lingkungannya, khusunya dalam hal 
pmanggilan para pihak yang berperkara. Adapun cara pemangilannya, sebagai 
berikut: 
a. Jika dalam sidang pertama, panggilan pertama telah dilakukan secara patut 
kepada penggugat atau pemohon tetapi ia atau kuasa sahnya tidak juga 
hadir, maka ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya sebelum perkaranya 
diputus dengan digugurkan.23 
b. Jika dalam sidang pertama, panggilan pertama kepada tergugat atau 
termohon dalam perkara (contentiosa) sudah dilakukan dengan patut, maka 
ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya sebelum perkaranya diputus 
dengan verstek.24 
c. Apabila dalam sidang pertama untuk perkara yang tergugat atau termohon 
lebih dari seorang, ada yang hadir dan ada yang tidak hadir maka sidang 
wajib ditunda. 
                                                             
22Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h.  87. 
23
 Pasal 124 dan 126 HIR/Pasal 148 dan 150 RBg. 
24Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h.  87-88. 
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Kepada pihak yang belum hadir akan dipanggil kembali untuk kedua 
kalinya sedangkan yang telah hadir dipersidangan disampaikan secara 
langsung. Setelah dilakukan panggilan kedua, perkara akan diperiksa, 
tanpa mempedulikan apakah hadir semua ataukah hadir sebagian.25 
d. Panggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri 
dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan 
ketentuan: 
1) Untuk perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan bagi suami 
yang ingin beristeri lebih dari satu orang dan perkara gugatan cerai, 
sidang pertama secepat-cepatnya enam bulan sejak perkara terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama.26 
2) Untuk perkara selainnya, dengan memperhitungkan selambat-
lambatnya enam bulan panggilan itu sudah diterima dan 
memperhitungkan waktu untuk yang dipanggil itu datang menghadap 
ke Pengadilan Agama yang bersangkutan.27 
e. Tergugat atau termohon yang sudah dengan patut untuk hadir di sidang 
pertama dan  ia atau kuasa sahnya tidak hadir tetapi ia mengajukan eksepsi 
(perlawanan), baik eksepsi relatif maupun eksepsi absolut, maka 
Pengadilan Agama wajib mengadili eksepsi tersebut terlebih dahulu. Jika 
ternyata eksepsi yang diajukan tersebut tidak beralasan maka Pengadilan 
                                                             
25Lihat pasal 127/Pasal 151 RBg. 
26
 Lihat pasal 28, 29 PP Nomor 9 Tahun 1975. 
27
 Lihat Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. 
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Agama masih dapat melakukan panggilan kedua sebelum memutus 
verstek.28 
f. Jika tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan  perkara 
itu bukan tentang gugatan cerai, maka panggilan kepada pihak yang tidak 
diketahui tempat tinggalnya tersebut dilakukan dengan cara menempelkan 
panggilan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama dengan tenggang 
waktu antara panggilan dan sidang adalah 30 hari.29 
g. Jika pihak yang dipanggil itu telah meninggal dunia maka panggilan 
disampaikan kepada ahli warisnya, akan tetapi jika ahli warisnya juga 
tidak diketahui maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa 
tempat tinggal terakhir si mayit.30 
h. Jika petugas yang memanggil sudah bertemu dengan pihak yang dipanggil 
tetapi ia membangkang tidak mau menerima atau tidak mau 
menandatangani relaas panggilan maka oleh petugas tersebut dibuat 
catatan pada relas bahwa ia sudah bertemu dan telah disampaikam tetapi 
                                                             
28
 Lihat Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. 
29Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h.  89, dalam buku ini dijelaskan 
pula bahwa menurut Pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg, panggilan dilakukan kepada 
Bupati/Walikotamadya tempat tinggal penggugat, lalu Bupati/Walikotamadya mengumumkannya 
dengan menempelkan panggilan pada Papan Pengumuman Pengadilan yang memanggil, tetapi 
tidak menyebutkan berapa lama dan berapa kali. 
Menurut Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg, sebelum memutus verstek boleh menggil yang 
kedua kalinya. 
Menurut Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dipanggil tiga kali dengan ditempel pada 
Papan Pengumuman dan mengumumkan dalam media massa dengan tenggang pengumuman 
pertama dan  kedua adalah satu bulan dan antara pengumuman kedua dan sidang adalah tiga bulan. 
Menurut penulis buku tersebut, berdasar kepada analogi dari tiga ketentuan di atas, 
panggilan tersebut dipanggil melalui Papan Pengumuman yang ditempel  di Pengadilan Agama 
yang bersangkutan, dan tidak usah melalui media massa karena hal serupa jarang sekali terjadi.  
30
 Lihat Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg. 
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pihak yang dipanggil tidak mau menerima/tidak mau  menandatangani 
relas panggilan. Tanggal catatan tersebut sama dengan tanggal panggilan 
yang telah disampaikan.31 
3. Panggilan Gaib 
Dalam undang-undang dan peraruran pemerintah tidak dijelaskan 
pengertian panggilan gaib, hanya saja dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa: “Dalam hal tempat 
kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki kediaman 
yang tetap, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat”. 
Dari pasal tersebut telah tersirat makna tentang tergugat yang gaib dimana 
tergugat yang gaib artinya orang yang tidak memiliki kediaman yang jelas. Jadi 
panggilan gaib merupakan panggilan yang ditujukan kepada orang yang tidak 
memiliki kediaman yang jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap. 
a. Pengertian gaib  
Dalam fiqih tidak menggunakan kata gaib untuk merujuk kepda orang 
yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, tetapi istilah yang 
digunakan adalah mafqud. Mafqud dalam bahasa arab merupakan ism maf‟ul dari 
kata faqoda-yafqodu-faqdan yang memiliki arti ghob anhu wa „adamuhu (telah 
hilang atau tiada) atau lenyap. Sesuatu dapat dikatakan hilang apabila sudah tiada. 
Dalam al-Qur‟an terdapat ayat yang menyebut tentang hilang (mafqud) 
yaitu: “qolu nahnu nafqidu shuwa‟al maliki”, yang berarti mereka menjawab 
kami telah kehilangan piala tempat minum raja. Sedangkan pengertian mafqud 
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 Roihan A.Rasyid, S.H., M.A., Hukum Acara Peradilan Agama, h.  89-90. 
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dalam hukum kewarisan adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi 
tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan orang tersebut. Apakah ia 
masih hidup atau sudah wafat. Muhammad Toha Abul „Ula Kholifah mengatakan 
bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang 
dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak 
dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. 32 
b. Teknis panggilan gaib 
Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau 
tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui 
pasti tempat tinggal Tergugat berada, maka panggilannya dapat dilaksanakan 
dengan melihat jenis perkaranya, yaitu: 
1) Perkara yang berhubungan dengan perkawinan 
Panggilan kepada pihak Tergugat dilaksanakan berdasarkan aturan pada 
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan 
Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilakukan dengan 
mengumumkannya melalui media massa (surat kabar atau yang lainnya) 
berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Agama secara resmi dengan mengikuti 
ketentuan yang berlaku. 
Pengumuman melalui media massa sebagaimana yang telah disebutkan di 
atas harus dilakukan dua kali dengan jarak waktu satu bulan antara pengumuman 
pertama dan kedua. Tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga bulan antara 
penggilan terakhir dengan hari persidangan. Dalam hal panggilan telah 
                                                             
32Adityo Ariwibowo, “Sekilas tentang Mafqud”, Blog Adityo Ariwibowo. 
https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/ (17 Februari 2019). 
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dilaksanakan sesuai aturan dan Tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, 
maka gugatan akan tetap diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali gugatan 
adanya pemberitahuan atau tidak beralasan.33 
2) Perkara yang berkenan dengan warisan 
Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan kewarisan dilakukan 
dengan perantara Bupati atau Walikota Madya dalam wilayah yurikdiksi 
Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan 
pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan juga pada papan 
pengumuman Bupati dan atau Walikota Madya sebagaimana tersebut dalam Pasal 
390 ayat (3) HIR dan Pasal 178 ayat (3) RBg. 
Dalam hal pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan 
disampaikan kepada ahli warisnya. Panggilan dilaksanakan dengan cara 
disampaikan kepada ahli warisnya secara langsung. Jika ahli warisnya tidak 
diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa 
atau Lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 718 ayat 
(2) RBg.34 
Agar pelaksanaan pemanggilan terlaksana dengan baik sebagaimana 
tersebut di atas, maka diharapkan ada kerjasama Pengadilan Agama dan 
Pemerintah Daerah setempat dilakukan dengan baik. Dengan adannya kerjasama 
                                                             
33Abdul Mannan, Penerapan Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
87. 
34Abdul Mannan, Penerapan Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
88. 
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yang baik, maka semua tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.35 
B. Tinjauan Umum tentang Media Massa 
1. Pengertian media massa 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media diartikan sebagai: 
(1) alat, dan (2) alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, 
poster dan spanduk. Menurut Association For Education And Communication 
Technologi (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan 
untuk suatu proses penyaluran media informasi. Sedangkan Education 
Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 
didengar, dibaca beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik.36 Dari 
pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media merupakan sarana atau 
alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada 
masyarakat luas. 
Selanjutnya kata massa mempunyai arti secara sosiologis dan komunikasi. 
Massa diliahat dari segi sosiologisnya merujuk pada sekumpulan orang yang 
mengumpul pada suatu tempat. Jika ada mahasiswa yang sedang melakukan 
demonstrasi itu bisa disebut dengan massa (dalam arti sosiologis). Sebagai contoh 
pernyataan  yang diutarakan oleh wartawan televisi yang menyiarkan secara 
langsung dengan mengguankan kalimat seperti berikut; “Pemirsa sebagaimana 
yang kita ketahui, ratusan mahasiswa sedang mendemonstrasikan kenaikan harga 
                                                             
35Abdul Mannan, Penerapan Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
88. 
36
 Apriadi Tamburaka, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa (Cet. I; 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 39. 
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BBM di depan gedung DPRD. Masaa menuntut agar harga BBM tidak naik. 
mereka juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan mogok makan sampai 
tuntutannya dikabulkan”. Apa yang dikatakan reporter televisi tentang “ratusan 
mahasiswa atau massa” menunjuk kata massa dalam arti sosiologis, yakni sekedar 
sekumpulan individu yang mengumpul di suatu tempat. Sementara itu, massa 
dalam sudut pandang komunikasi adalah sekelompok orang yang sikap dan 
perilakunya dipengaruhi oleh media massa (cetak, elektronik, online). Karena 
dipengaruhi oleh media massa, maka massa dalam arti komunikasi mengarah 
kepada istilah audiens, penonton, pembaca, pemirsa, pendengar.37 Jadi media 
massa merupakan sarana atau alat komunikasi untuk menyalurkan informasi 
kepada para penerima informasi. 
2. Bentuk-bentuk media massa 
Media massa pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu, media massa 
cetak dan media massa elektronik.38 Media massa cetak adalah media yang 
menggunakan sarana percetakan seperti surat kabar dan majalah, sedangkan 
media massa elektronik adalah media yang menggunakan barang elektronik 
sebagai penyaluran informasinya seperti radio, televisi, film dan media on-line. 
a. Surat kabar 
Secara kontemporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan fungsi 
skunder. Fungsi utama media adalah: (1) to inform (menginformasikan kepada 
pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, 
                                                             
37Nurdin, Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer (Ed. 1, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 
2017), h. 91. 
38Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi (Cet. II; 
Bandung: Rafika Offset, 2009), h. 103. 
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dan dunia); (2) to comment (mengomentari berita yang disampaikan dan 
mengembangkannya kedalam fokus berita); (3) to provide (menyediakan 
keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui 
pemasangan iklan media). Sedangkan fungsi skunder media, adalah: (1) untuk 
kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang sangat diperlukan 
untuk membantu kondisi-kondisi tertentu; (2) memberikan hiburan kepada 
pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus; (3) melayani 
pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan 
memperjuangkan hak.39 
b. Majalah 
Mengacu pada sasaran khalayaknya yang spesifik, maka fungsi utama 
media berbeda satu dengan yang lainnya. Majalah berita seperti Gatra mungkin 
lebih berfungsi sebagai media informasi tentang berbagai peristiwa dalam dan luar 
negeri, dan fungsi berikutnya adalah hiburan. Majalah wanita dewasa Femina, 
meskipun isinya relatif menyangkut berbagai informasi dan tips masalah 
kewanitaan, lebih bersifat menghibur. Fungsi informasi dan mendidik mungkin 
menjadi prioritas berikutnya. Majalah pertanian Trubus fungsi utamanya adalah 
memberi pendidikan mengenai cara bercocok tanam, sedangkan fungsi berikutnya 
mungkin informasi.40 
c. Radio 
Radio adalah media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Selama 
hampir satu abad lebih keberadaannya, radio siaran telah berhasil mengatasi 
                                                             
39Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi, h.104. 
40Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi, h.120. 
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persaingan keras dengan bioskop, rekaman kaset, televisi, televisi kabel, 
electronic games dan personal casset players. Radio telah beradaptasi dengan 
perubahan dunia, dengan mengembangkan hubungan saling menguntungkan dan 
melengkapi dengan media lainnya. Keunggulan radio adalah berada dimana saja: 
di tempat tidur (ketika orang tidur atau bangun tidur), di dapur, di dalam mobil, di 
kantor, di jalanan, di pantai, dan berbagai tempat lainya. Radio memiliki 
kemampuan menjual bagi pengiklan yang produknya dirancang khusus untuk 
khalayak tertentu.41 
Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui indra 
pendengaran. Khalayak radio cenderung bersifat pasif. Subtansi siaran radio 
menggunakan musik dengan dominan sebagai ilustrasi dan efek suara sehingga 
dapat mendramatisir pesan yang disampaikan. Untuk menikmati siaran radio 
khalayak lebih santai dan mudah.42 
d. Televisi 
Televisi merupakan media audio-visual yang paling populer di antara 
jenis-jenis komunikasi massa lainnya. Banyaknya jumlah penonton televisi 
membuatnya menjadi pilihan utama bagi pemasang iklan sehingga televisi banyak 
meraup pendapatan dari penayangan iklan. Televisi merupakan media yang sangat 
dekat dengan khalayaknya karena kemudahannya diakses dan sifatnya yang 
audio-visual.43 
 
                                                             
41Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi, h.123. 
42Abdul Halik, Komunikasi Massa (Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss, 2013), 
h. 42. 
43Abdul Halik, Komunikasi Massa, h. 42. 
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e. Film 
Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 
visual dibelahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film di 
bioskop, film televisi dan film vidio laser setiap minggunya.44 
f. Media online 
Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, informasi 
dan teknologi yang melahirkan multimedia. Keunggulan utama media online, 
tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, tetapi juga pada sifat interaktif, dan 
multimedianya. Pengguna internet dapat terlayani kebutuhannya dalam bentuk apa 
saja. Seseorang dapat mengakses surat kabar digital, majalah digital, jurnal, buku, 
mendengar musik, menonton televisi, mendengar radio, atau menonton film 
melalui internet.45 
3. Karakteristik media massa 
Adapun karakteristik media massa, antara lain: 
a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak 
orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian 
informasi. 
b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 
terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 
c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, 
karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana 
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informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang 
bersamaan. 
d. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana 
saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa.46 
4. Peran media massa 
Noelle-Neumann menjelaskan bahwa media tidak memberikan interpretasi 
yang luas dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat memiliki 
pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Media massa memiliki 
tiga sifat atau karakteristik yang berperan membentuk opini publik yaitu: 
ubikuitas, kumulatif, dan konsonan.47 
Sifat “ubikuitas” (ubiquity) mengacu pada fakta bahwa media merupakan 
sumber informasi yang sangat luas karena terdapat di mana saja, dengan kata lain 
ubikuitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat di mana-mana. karena media 
terdapat di mana saja maka media menjadi instumen yang sangat penting, 
diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media 
berusaha mendapat dukungan dari publik terhadap pandangan atau pendapat yang 
disampaikannya, dan selama itu pula pandangan atau pendapat itu tedapat di 
mana-mana. 
Sifat “kumulatif” (cumulativeness) media mengacu pada proses media 
yang selalu mengulang-ulang apa yang disampaikannya. Pengulangan terjadi di 
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sepanjang program, baik pada satu media tertentu ataupun pada media lainnya, 
baik yang sejenis maupun tidak. 
Sifat “konsonan” (consonant) mengacu pada kesamaan kepercayaan, 
sikap, dan nilai-nilai yang dianut media massa. Noelle-Neumann menyatakan, 
bahwa konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan 
atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri, dan 
menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat.48 
Ketiga Karakteristik media massa di atas sangat berpengaruh terhadap 
opini publik. Media massa yang mampu menyebarluaskan pandangan-pandangan 
dan pendapat-pendapat sehingga dapat diterima oleh masyarakat membuat 
munculnya spiral kebisuan. Oleh karena itu, pandagan atau pendapat yang tidak 
sesuai atau bertentengan dengan iu maka akan sulit memperoleh tempat di media 
massa.49 
C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama 
1. Pengertian pengadilan dan peradilan agama 
Istilah peradilan dan pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian 
yang berbeda. Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechsraak dan 
dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan tugas negara dalam menegakkan hukumdan keadilan.50 
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Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court sedangkan dalam bahasa 
Belanda disebut rechtbank. Pengadilan dalam artian tersebut adalah lembaga yang 
melaksanakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 
Kata pengadilan dan peradilan mempunyai persamaan, dilihat dari segi kata 
dasarnya berasal dari kata “adil” yang berarti: pertama, proses, mengadili; kedua, 
mempunyai pengertian upaya untuk mencari keadilan; ketiga, bermakna 
penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; dan keempat, berarti 
berdasar hukum yang berlaku.51 
Para sarjana hukum Indonesia menjelaskan pengertian peradilan dalam 
ilmu hukum, merupakan terjemahan dari rechtspraak dalam bahasa Belanda. 
Menurut Mahdi (1985:99), peradilan adalah suatu proses yang pada akhirnya 
akan memberikan putusan berdasarkan keadilan. Proses pemberian keputusan 
tersebut mengikuti suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan 
merupakan suatu susunan instansi yang memutus perkara. Pengadilan 
menjalankan peradilan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang 
memutuskan perkara. Pembentukan instansi pengadilan terletak dalam bidang 
hukum tata negara/tata usaha negara.52 
Dari semua rumusan yang membahas tentang peradilan dan pengadilan 
semuanya mengarah kepada kata mengadili dan keadilan. Tindakan mengadili 
merupakan sesuatu perbuatan yang bertujuan serta berintikan pemberian  
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keadlian. Sedangkan kata mengadili dan keadilan memiliki asal kata yang sama 
yaitu adil (bahasa Arab: „adl)53 
Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat ditarik  kesimpulan bahwa 
peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, 
memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman 
yang mempunyai kebebasan kekuasaan dari keikutsertaan negara lainnya, serta 
bebas dari paksaan, direktifa, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra 
yudisial, kecuali beberapa hal yang diizinkan oleh undang-undang. Sehubungan 
dengan hal itu, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau 
dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan tugas 
kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.54 
Merujuk dari pengertian-pengertian di atas maka pengertian pengadilan 
agama adalah suatu lembaga penyelenggara peradilan khusus bagi orang-orang 
yang beragama Islam. Sedangkan peradilan agama adalah kekuasaan negara 
dalam menyelenggarakan keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama 
Islam. 
2. Landasan hukum pengadilan Agama 
Pengadilan agama adalah suatu lembaga atau instansi bagi para pencari 
keadilan khususnya bagi orang-orang yang beragana Islam, maka sudah 
sepatutnya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan harus 
berpedoman pada landasan hukum Islam yaitu al-Qur‟an. 
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a. Al- Qur‟an Surah Shad/38: 26  
                                 
                       
         
Terjemahnya: 
“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.”55 
Ayat di atas menjelaskan tentang kewenangan dalam mengadili, memutus 
dan menetapkan hukum sutu perkara bagi para pencari keadilan itu ada pada 
lemabaga peradilan. Adapun dalam mengadili suatu perkara hakim  harus besikap 
adil kepada para pihak. 
Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ada persamaan antara ayat yang 
menjelaskan tentang pengangkatan Nabi Daud as. dan Nabi Adam as. dimana 
keduanya diangkat menjadi khlifah di bumi oleh Allah kemudian mereka juga 
dianugrahi pengetahuan.  Mereka juga pernah terjerumus dalam perbuatan dosa 
akan tetapi mereka bertaubat memohon ampun kepada Allah dan mereka 
mendapatkan ampunan dari Allah. Jika dilihat dari konteks kata yang digunakan 
dalam Al-Qur‟an, pengangkatan Nabi Daud sebagai khalifah tidak hanya Allah 
semata yang menunjuknya melainkan ada campur tangan lain yaitu Bani Israil. 
Sedangkan pengangkatan Nabi Adam as. sebagai khalifah murni atas penunjukan 
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Allah semata mengingat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama di muka 
bumi.56 
b. Al-Qur‟an surah al-Maidah/5: 49 
                         
                               
             
Terjemahnya: 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 
mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 
fasik.”57 
Ayat ini turun sebab Nabi Muhammad saw kedatangan segerombolan 
pemuka Yahudi yang menginginkan agar Nabi saw. mau mengadili mereka dan 
berpihak pada satu kelompok. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sekelompok 
pemuka Yahudi suatu ketika berkomplot dan memutuskan untuk pergi kepada 
Nabi Muhammad Saw. dengan harapan mereka akan bisa mengubah beliau dari 
ajarannya. Dengan rencana ini, mereka datang kepada Nabi Muhammad Saw. dan 
berkata, “kami adalah orang-orang Yahudi yang kaya dan berilmu. Jika kami 
mengikuti Anda, orang-orang Yahudi yang lain juga akan mengikuti jejak kami. 
Tetapi ada konflik antara kami dengan kelompok yang lain (mengenai 
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pembunuhan atau sesuatu yang lain). Jika Anda menghakimi konflik ini dengan 
cara menguntungkan kami, kami akan beriman kepada Anda”. Nabi Muhammad 
Saw. tidak bersedia melakukan pengadilan seperti itu (yang tidak adil), dan ayat 
tersebut di atas pun diturunkan. 58 
3. Wewenag pengadilan agama 
Wewenang biasa juga disebut kekuasaan atau kompetensi (Belanda; 
Competentie). Wewenag atau kekuasaan peradilan agama dalam kaitannya dengan 
hukum acara, ada dua macam, yaitu hal kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.59 
a. Wewenang relatif 
Wewenang atau kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang 
berkaitan dengan letak wilayah geografis suatu pengadilan agama itu berada. 
Artinya, kewenangan relatif merupakan kewenangan peradilan agama untuk 
menangani perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wilayah yurisdiksi 
tempat pengadilan agama tersebut berkedudukan.60 
Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
menjelaskan bahwa:  
(1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.  
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(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi.61 
Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pengadilan agama suatu 
daerah tidak dapat menerima perkara yang bukan berasal dari wilayah yuridisnya. 
Misalnya Pengadilan Agama Sungguminasa hanya bisa menerima perkara yang 
ada dalam batasan wilayah yuridisnya yaitu daerah Gowa. Begitupun dengan 
pengadilan agama Makassar, di mana Pengadilan Agama Makassar hanya dapat 
menerima perkara-perkara yang ada di wilayah makssar dan tidak bisa menerima 
perkara yang berasal dari gowa karena itu adalah kewenangan dari Pengadilan 
Agama Sungguminasa. Begitupun dengan Pengadilan Tingi Agama yang mana 
pengadilan tersebut menerima perkara sesuai dengan batas wilayahnya (dalam 
tingkat provinsi). 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap pengadilan agama 
dan pengadilan tinggi agama memiliki wilayah hukum tertentu. Atau dalam 
bahasa hukumnya disebut dengan yurisdiksi relatif. Yurisdiksi relatif ini 
mempunyai arti penting sehubungan dengan tempat para pencari keadilan 
mengajukan gugatan atau permohonannya. Hal ini juga berkaitan dengan 
penggunaan hak eksepsi tergugat. Sebab, seseorang tergugat dapat saja 
mengajukan keberatan bahwa pengadilan agama tersebut tidak berwenang secara 
relatif memeriksa perkaranya.62 
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b. Wewenang absolut 
Wewenang atau kekuasaan absolut pengadilan agama adalah kekuasaan 
yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang yang dapat diterima, diperiksa, 
dan diselesaikan. Pengadilan agama tidak boleh memeriksa perkara di luar 
kewenangannya.63 
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 khususnya 
Pasal 1, 2, 49 dan penjelsan umum angka 2 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permenag 
Nomor 2 Tahu 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang 
hukum keluarga, harta, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadakah, 
serta sengketa ekonomi syariah, bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan 
bagi mereka yang tidak beragama Islam menjadi kekuasaan dalam lingkungan 
Peradilan Umum.64 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati demikian, 
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.fenomena secara mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data 
tersebut.65 Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat.  
A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Adapun jenis penelitian  Field Research Kualitatif Deskriptif yang 
digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian 
deskriptif  kualitatif yaitu penelitian yang mendeskriptifkan kata-kata yang tertulis 
atau lisan dari orang maupun kejadian yang diamati. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (filed research) 
dimana peneliti akan terjun langsung di lokasi penelitian.  
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sungguminasa Jalan 
Mesjid Raya Nomor 25 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dimana 
pendekatan model sepertini ini tentang bagaimana aktivitas pelaksanaan aturan 
hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 
terjadi di masyarakat. 
C. Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari 
hasil penelitian. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah hasil wawancara 
dengan subjek penelitian. 
2. Data Skunder 
Data skunder atau data yang diambil atau dikumpulkan dari sumber-
sumber yang telah ada, seperti buku-buku, dokumen, atau penelitian terdahulu 
yang menyangkut dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah adalah metode pengumpulan data yang menghendaki 
komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. dalam 
wawancara hal yang biasa terjadi adalah tanya jawab yang dilakukan sepihak 
secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara terdiri dari dua 
belah pihak yaitu pihak information hunter dan information supplier.66 Untuk 
                                                             
66Endang Widi Winarmi, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & 
D (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018), h.65. 
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memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini maka digunkan metode 
wawancara dengan subjek penelitian. 
Metode wawancara digunakan unuk mengetahui proses panggilan gaib 
melaui media massa di Pengadilan Agama Sungguminasa serta bagaimana 
pengadilan mengoptimalkan panggilan itu, dan juga untuk mengetahui pandangan 
Hakim dan Juru Sita Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap panggilan gaib 
melalui media massa. 
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur yaitu 
wawancara yang di hasilkan dari pengembangan topik pertanyaan. Jadi pada jenis 
wawancara ini penulis mempunyai daftar pertanyaan yang telah disusun sebelum 
melakukan wawancara hanya saja pada saat melakukan wawancara tidak hanya 
terpaku pada susunan pertanyaan, karena dalam proses wawancara ada pertanyaan 
yang timbul dari jawaban informan dan tidak ada dalam draft wawancara 
sebelumnya. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah: 
1) Drs. Ahmad Nur, M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
2) Drs. Sahrul Fahmi, M.H., selaku Hakim Madya Utama Pengadilan 
Agama Sungguminasa. 
3) Dr. Muh. Najmi Fajri, S.HI., M.HI., selaku Hakim Pratama Utama 
Pengadilan Agama Sungguminasa. 
4) Drs. H. Misi, S.Ag., selaku Panitera Pengganti yang sekaligus 
merupakan jurusita yang mengantarkan surat panggilan ke RRI. 
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2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 
pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian. Adapun data-data yang 
dimaksud adalah rekap data perkara perceraian dan perkara gaib yang ada di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. 
E. Analisis  Data 
Menurut Mudiharjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 
mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 
mengkategorikannya sehinga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 
masalah yang ingin dijawab. Melalui kegiatan tersebut data yang biasanya 
berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa 
dipahami dengan mudah. Selanjutnya data yang telah terkumpul dapat di anlisis.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
67V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustakabarupress, 
2014), h. 34. 
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BAB IV 
PANGGILAN GAIB DAN EFAEKTIVITASNYA DI PENGADILAN 
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B 
 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun-temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang–Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang“ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
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tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadl 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 
terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas 
dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli 
yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang 
tugasnya hanya sebagai do‟a dan imam pada shalat I‟ed. 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa 
secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 
ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 
1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa. 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
 K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
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 K.H. Drs. Muh. Ya‟la Thahir, (1976-1982) 
 K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
 Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
 K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
 Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
 Drs. Muh. As‟ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
 Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
 Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
 Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
 Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
 Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
 Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
 Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)68 
2. Profil Pengadilan Agama Sunnguminasa 
Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan salah satu lembaga 
kekeuasaan kehakiman yang terletak di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 
Selatan. Pada mulanya Pengadilan Agama Sungguminasa beralamat di Jalan Andi 
Mallombassang Nomor 57 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, Kemudian membangun gedung baru yang sesuai dengan 
prototype dari Mahkamah Agung RI dan pindah pada tahun 2009 di Jalan Mesjid 
Raya Nomor 25 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa. 
                                                             
68
 Lihat data Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. 
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Pengadilan Agama Sungguminasa terletak pada Kabupaten Gowa Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia yang secara Astronomis terletak antara 5 11 55,6˝ 
Lintang Selatan sampai 119  27 11,3˝ Bujur Timur. Ketinggian daerah/atitude 
berada pada 25 meter di atas permukaan laut. Iklim di Kota Sungguminasa adalah 
beriklim tropis. 
Adapun batas-batas wilayah gedung Kantor Pengadilan Agama 
Sungguminasa (Kecamatan Sungguminasa): 
Utara : Kota Makassar 
Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
Timur : Kecamatan Pattalassang 
Barat : Kecamatan Pallangga 
Secara demografis jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada akhir tahun 
2012 dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km². Adapun jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 305.202 jiwa atau 49,4% dari jumlah penduduk 
sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 312.115 jiwa atau 50,6% dari 
jumlah penduduk.69 
3. Struktur Pengadilan Agama 
Ketua   Drs. Ahmad Nur, M.H. 
Wakil Ketua - 
Hakim Dra. Hj. Hadidjah, M.H. 
 Drs. Sahrul Fahmi, M.H. 
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 Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. 
 Dra. Nurbya  
 Dra. Haniah, M.H. 
 Mudhirah, S.Ag., M.H. 
 Dr. Muh. Najmi Fajri, S.HI., M.H. 
Panitera Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H. 
Sekretaris Drs. Muhammad Amin, M.A. 
Panitera Muda Gugatan Dra. Nadirah 
Panitera Muda Permohonan Haerul Ahmad, S.H., M.H. 
PaniteraMuda Hukum Agus Salim Razak, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti Dra. Hj. Musafirah, M.H. 
 Dra. I. Damri 
 Darmawati, S.Ag. 
 Rahmatiah, S.H. 
 Drs. H. S. Ahmad Abbas 
 Drs. H. Misi, S.Ag. 
 Hasbiyah, S.H. 
 Nur Intang, S.Ag. 
 Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. 
 Dra. Jasrawati 
 Ibrahim, S.H. 
 Andi Tenri, S.Ag. 
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 Dra. Hj. Aisyah 
 Achmad Tasit, S.H. 
Jurusita Muh. Aleks, S.H. 
 Hairuddin, S.H. 
 Fakhri, S.H. 
Jurusita Pengganti Sirajuddin 
 Purnama Santi 
Kasubag Kepegawaian dan Ortala Erni, S.H. 
Kasubag Perencanaan, IT, dan pelaporan Andi Suryani, S.Kom. 
Kasubag Umum dan Keuangan Verry Setya Widyatama, S.kom. 
Staf Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. 
 Aswad Kurnawan, S.HI. 
 
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 
II Gowa, dengan letak georafis 12 38.16‟ Bujur timur dari Jakarta dan 5 33,6‟ 
Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 
12 33,19‟ hingga 13 15‟17‟ Bujur Timur dan 5 5‟ hingga 5 34,7‟ Lintang selatan 
dari Jakarta.Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa 
daerah Bugis  Makassar, di samping Bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal 
di ibukota kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 
terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 
kilometer persegi atau sama dengan 3,01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi 
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Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 
72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, dan Biring bulu. 
Kabupaten Gowa berbatasan dengan : 
 Sebelum Utara Kabupaten Maros 
 Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 
 Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Barat Kotamadya Makassar 
Adapun kecamtan yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 
Adalah sebagai berikut: 
 Kecamatan Somba Opu, yang terdiri dari 14 kelurahan 
 Kecamatan Pallangga, yang terdiri dari 4 kelurahan dan 12 desa 
 Kecamatan Barombong, yang terdiri dari 1 kecamatan dan 6 desa 
 Kecamatan Bajeng, yang terdiri dari 4 kelurahan dan 10 desa 
 Kecamatan Bajeng Barat, yang terdiri dari 7 desa 
 Kecamatan Bontonompo, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 11 desa 
 Kecamatan Bonto Marannu, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 6 desa 
 Kecamatan Pattallassang, yang terdiri dari 8 desa 
 Kecamatan Bontonompo Selatan, yang terdiri dari 1 kelurahan dan 8 desa 
 Kecamatan Parangloe, terdiri dari 2 kelurahan dan 5 desa 
 Kecamatan Manuju, yang terdiri dari 7 desa 
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 Kecamatan Tinggimoncong, yang terdiri dari 6 kelurahan dan 1 desa 
 Kecamatan Tombolo Pao, yang terdiri dari 1 kelurahan dan 8 desa 
 Kecamatan Tompobulu, yang terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa 
 Kecamatan Biringbulu, yang terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa 
 Kecamatan Bungaya, yang terdiri dari 2 kelurahan dan 5 desa 
 Kecamatan Bontolempangan, yang terdiri dari 8 desa 
 Kecamatan Parigi, yang terdiri dari 5 desa70 
B. Proses Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama 
Sunguminasa Kelas 1 B 
Panggilan merupakan langkah awal sebelum dimulainya proses 
persidanagan, karena panggilan ini juga yang menentukan apakah proses 
persidangan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. 
Panggilan yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemanggilan dapat dikatan sah sehingga 
persidangan dapat dilanjut meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam 
proses persidangan dan panggilan yang sah pula dapat mempengaruhi putusan 
sidang. Gugutan dapat dikabulkan oleh pengadilan meskipun salah satu pihak 
tidak hadir maupun tidak mengirimkan kuasa hukumnya dalam proses 
persidangan, dengan syarat bahwa panggilan yang dilaksanakan sudah sesuai 
dengan aturan atau sudah sah. Sebaliknya jika panggilan itu dilaksanakan tidak 
sesuai aturan atau panggilan tersebut tidak sah maka persidangan tidak akan 
dilaksanakan. 
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Memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan itu sudah menjadi 
tugas pengadilan sebelum melanjutkan tahapan persidanagan dan yang 
betanggung jawab atas pemanggilan para pihak adalah juru sita atau juru sita 
penganti. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tugas ini tidak bisa dia anggap 
remeh. Kesalahan atau kelalaian jurusita dalam memanggil para pihak dapat 
berakibat buruk terhadap keberlangsungan persidangan. Jadi meskipun terlihat 
sangat mudah tetapi apa yang menjadi tanggung jawab jurusita atau jurusita 
pengganti ini sangat berpengaruh dalam proses persidanagan. 
Dalam proses pemanggilan yang harus diperhatikan adalah panggilan 
tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Mengingat surat panggilan 
adalah akta autentik di mana akta ini memiliki kekuatan hukum, untuk itu 
pemanggilan harus di laksanakan menurut aturan hukumnya yaitu, secara resmi 
dan patut. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas 1B, bahwa: 
“Panggilan itu harus resmi dan patut, resmi artinya bertemu dengan 
orangnya kalo tidak bertemu ke kantor lurah, untuk lurah yang sampaikan 
ke tergugat bukan di sampaikan ke lurah. Di sampaikan kelurah untuk 
lurah yang sampaikan ke pihak yang di tuju. Jadi resmi artinya di 
sampaikan langsung kepada pihak yang dituju atau kalau tidak ada di bawa 
ke lurah untuk lurahnya menyampaikan kepada pihak yang dituju dan 
harus juru sita yang menyampaikan. Kalau patut itu mengenai harinya.”71 
Dari wawancara tersebut jelas bahwa yang dimaksud resmi adalah 
panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan 
dan kalau orang tersebut tidak ada di tempat yang sesuai dengan alamat yang 
tertulis maka di bawa ke Lurah/Kepala Desa setempat untuk dismapaikan kepada 
                                                             
71Drs. Ahmad Nur, M.H., Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara, Gowa, 
25 April 2019. 
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orang yang dituju dan yang harus mengantarkan surat tersebut adalah juru sita. 
Sedangkan panggilan dilakukan secara patut artinya panggilan tersebut harus 
dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan memperhatikan tenggang 
waktunya sebagimana yang termuat dalam Pasal 122 HIR /146 RBg atau Pasal 26 
ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa 
panggilan harus sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
sebelum hari sidang. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya di sebut tiga hari 
sedangkan dalam pasal 122 HIR /146 RBg disebutkan tiga hari kerja.  
Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus dilaksanakan meskipun 
pihak yang dipanggil tidak diketahui kediamannya. Di mana untuk pihak yang 
tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui dengan jelas 
keberadaannya di wilayah Indonesia maka panggilan itu dilaksanakan menurut 
perkaranya: 
1. Untuk perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang tergugat 
dilaksanakan menurut Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan panggilan dengan cara 
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media 
massa yang lainnya sebagaimana yang telah di tentukan oleh Ketua 
Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
2. Untuk perkara yang berhubungan dengan kewarisan, diatur dalam Pasal 
390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg yaitu dengan cara 
menempelkannya pada papan pengumuman Bupati atau Wali Kota Madya 
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dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat dan juga di 
tempelkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama.72 
Sebagaimana juga di jelaskan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama 
Sungguminasa tentang prosedur Pemanggilan pihak yang tidak di ketahui 
alamtanya atau tidak jelas keberadaanya di wilayah Indonesia, sebagai berikut: 
“Asas hukum adalah semua pihak di panggil di alamatnya, pemanggilan 
tergugat dan penggugat untuk hadir di persidangan sebenarnya sesuai 
dengan asas mendengarkan kedua belah pihak (audiatur et altera pars) 
wajib di dengar. Oleh karena itu setiap yang berperkara harus jelas 
alamatnya, jelas alamat tergugat dan jelas pula alamat penggugatnya. Jadi 
kalo alamatnya tidak ada pengadilan tidak bisa memanggil. Lalu, 
bagaimana dengan pihak yang tidak diketahui alamatnya? Dan sudah jelas 
itu tergugat karena kalo penggugat yang tidak jelas alamatnya mana 
mungkin dia ke sini dan itu perkaranya langsung di tolak. Nah, kalo 
tergugat yang tidak jelas alamatnya itu ada prosedurnya untuk perkara 
perceraian itu dilakukan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 yang menyatakan bahwa „terhadap tergugat yang tidak di 
ketahui alamatnya sidang akan dilakukan dengan cara menempelkannya 
pada papan pengumuman dan mengumumkannya melalui satu atau 
beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh 
pengadilan‟ dan media massa yang kita pilih adalah radio, bisa juga koran. 
Cuma kalo koran sanggup tidak dibayar? Yang kecil saja harganya jutaan. 
Apalagi yang kita punya (surat) besar kolomnya.”73 
 
Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa untuk pemanggilan terhadap 
orang yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas atau tidak diketahui 
keberadaanya maka pemanggilan akan dilaksanakan melalui media massa, dan ini 
berlaku untuk perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Adapun jenis media 
massa yang digunakan adalah radio, yakni RRI. 
                                                             
72Abdul Mannan, Penerapan Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
143. 
73
 Drs. Ahmad Nur, M.H., 25 April 2019. 
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Untuk proses pemnggilan dilaksanakan melaui dua tahap, sebagaimana 
disebut dalam pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat 2 dan 3 yang menyatakan 
bahwa: 
“2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass 
media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang 
waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 3) Tenggang 
waktu panggilan terakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan 
persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.”74 
 
Hal ini pun di ungkapakan oleh Panitra Pengganti (beliau juga sekaligus 
sebagai Jurusita Pengganti) Pengadilan Agama Sungguminasa, selaku petugas 
yang mengantarkan surat panggilan ke radio: 
“Proses pemanggilannya itu, pangilan pertamanya itu jangka waktunya 
satu bulan. Jadi kalo misalnya hari ini tanggal 23 bulan empat (april) maka 
jangka waktu sampai panggilan ke dua atau panggilan berikutnya itu 
tanggal 23 juga bulan lima (mei). Jadi jangka panggilan pertama itu satu 
bulan kemudian selanjutnya  setelah di panggil untuk kedua kali di tunda 
lagi sampai tiga bulan, jadi empat bulan pi lagi baru sidang ii. Dan kalo 
panggilan gaib atau panggilan RRI (Radio Republik Indonesia) itu datang 
ii yang di panggil maka satu kali mami di putus dan kalo tidak datangi ii 
putusannya itu verstek. Setelah putus dan kalo memang yang bermohon itu 
cerai talak maka pemberitahuannya itu melalui capil atau catatan sipil.”75 
 
Dari wawancara di atas jelas bahwa untuk proses pemanggilan pihak yang 
gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa dilaksanakan melalui media massa 
radio dan siaran radio yang dipilih adalah Radio Republik Indonesia (RRI). 
Adapun proses pemanggilan yaitu dilaksanakan sebanyak dua kali dengan jarak 
antara panggilan pertama dan panggilan kedua yaitu satu bulan dan jarak anatara 
panggilan kedua dengan hari sidang yaitu tiga bulan. Jadi jika si A mendaftarkan 
gugatan/permohonan perceraiannya pada tanggal 13 Mei 2019 di Pengadilan 
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Agama Sungguminasa, kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan 
panggilan pertama terhadap pihak yang terpanggil melalui media massa pada 
tanggal 20 Mei 2019 dengan menetapkan hari sidang yang jatuh pada tanggal 20 
September 2019, sedangkan pangilan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 
2019 dengan menetapkan hari sidang pada tanggal 20 September 2019. 
Apabila pihak yang dipanggil tidak datang ke persidangan maka 
pengadilan tetap akan memutuskan perkara dengan putusan verstek, akan tetapi 
jika pihak yang terpanggil datang maka proses persidangan akan dilanjut. 
Selanjutnya, setelah perkara tersebut diputus dan telah memiliki kekuatan hukum 
tetap, kemudian satu helai salilan putusan yang tidak bermaterai diserahkan ke 
catatan sipil sebagai laporan. Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 
Tahun 1975 Yang mengatakan bahwa: 
Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban 
mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat 
ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan 
perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.76 
 
C. Optimalisasi Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas 1 B 
Perlunya kehadiran para pihak dalam proses persidanagan agar hakim 
dapat berlaku adil dalam mengambil keputusan. Sebagai penegak hukum, sangat 
perlu bagi hakim untuk berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara bagi para 
pencari keadilan. Keadilan ditegakkan dengan maksud agar memelihara martabat 
sebagai manusia. Degan begitu, seseorang yang telah diberi amanah haruslah 
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bersikap adil khususnya bagi para penegak hukum. Sebagaimana disebutkan 
dalam Q.S. an-Nisa‟/4: 58 yang berbunyi : 
                           
                           
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat. 
 Sayyid sabiq mengatakan bahwa seorang hakim itu wajib memberikan 
hal-hal ini kepada tergugat dan penggugat : (1) kesempatan yang sama bagi 
tergugat dan penggugat; (2) tempat duduk yang sama di depan kedua belah pihak; 
(3) perhatian yang sama terhadap kedua belah pihak; (4) kesempatan yang sama 
untuk mengutarakan masalah-maslah yang menjadi permaslahan diantara kedua 
belah pihak.77 Oleh sebab itu, seorang hakim tidak hanya mempunyai kewajiban 
untuk  berlaku adil dalam memberikan keputusan terhadap para pihak tetapi 
hakim juga berkewajiban untuk berlaku adil dalam proses peradilan, salah satunya 
bersikap adil terhadap kedua belah pihak yaitu dengan menghadirkan kedua bela 
pihak dalam proses persidangan diantaranya. 
Panggilan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak 
jelas alamatnya khususnya untuk perkara perceraian yaitu dengan cara 
memberikan surat panggilan kepada media massa yang telah dipilih pengadilan 
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agama untuk dipanggil melaui itu. radio yang menjadi pilihan pengadilan agama 
untuk menyiarkan surat panggilan kepada pihak yang tidak diketahui atau tidak 
jelas kediamannya di Indonesia mengharuskan radio tersebut untuk 
mengumumkannya. Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi pilihan Pengadilan 
Agama Sungguminasa sebagai salah satu jenis media massa yang dipilih untuk 
menyiarkan panggilan. 
Radio menjadi pilihan Pengadilan Agama Sungguminasa diantara banyak 
jenis media yang lain karena radio dianggap mampu memberi informasi secara 
menyeluruh ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Tak hanya itu, radio juga 
menjadi pilihan karena dianggap paling sesuai dengan asas hukum dalam proses 
beracara di pengadilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagimana 
kita ketahui bahwa maksud dari asas tersebut adalah penyelesaian suatu perkara 
harus dilaksanakan segera dengan waktu yang tidak terlalu lama dan biaya yang 
tidak memberatkan pihak yang berperkara. Seperti yang dikatakan oleh salah satu 
Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai berikut: 
“Sebenarnya dalam undang-undang itu, tidak mengharuskan memilih 
radio, hanya saja radio bersifat nasional yang dapat langsung diketahui 
karena dalam undang-undang menyatakan bahwa melalui media massa, 
jadi bisa di pilih jenis media massa apa saja yang akan digunakan. 
Terkadang pilihan kita bisa di radio, tv atau koran. Hanya saja kita juga 
terbatas pada asas-asas yang ada, contonhnya saja asas biaya ringan. 
Dibanding koran yang biayanya untuk kolom yang kecil saja itu sudah 
berapa harganya, radiolah yang biayanya tidak seberapa dan memenuhi 
lagi asas baiaya sederhana tersebut. Jadi kita lihat juga mana yang 
manfaatnya lebih besar dan juga mana yang biaya nya mudah di jangkau 
oleh para pencari keadilan. Saya rasa yang termudah itu radio kenapa yang 
pertama mudah diketahui banyak orang kemuadian yang kedua biayanya 
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juga ringan dan kita juga harus melihat kesanggupan dari masyarakat yang 
terlibat dan banyak yang memakai metode ini.”78 
Jelas yang dikatakan hakim bahwa tidak ada paksaan dalam memilih jenis 
media massa yang akan digunakan hanya saja pengadilan terbatas pada asas yang 
ada, yaitu ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Radio dianggap sebagai 
pilihan yang masih tepat digunakan saat ini untuk melakukan panggilan gaib. Jadi 
Pengadilan Agama Sungguminasa tidak melakukan upaya apapun untuk 
memaksimalkan panggilan gaib melalui media massa karena pengadilan hanya 
mengikuti apa yang menjadi aturan. 
D. Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas 1 B 
Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit 
banyaknya pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulus 
Tenenbaum berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai 
keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan. 
Chester I, mendefinisikan efektifitas sebagai pencapaian sasaran yang telah 
disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan 
tingkat efektivitasnya.79 
Dari penjelasan di atas jelas bahwa sesuatu bisa dikatakan efektif jika apa 
yang telah menjadi target dapat tercapai. Tingkat kefektifan sesuatu dapat diukur 
dari seberapa banyak target yang terpenuhi, semakin banyak target yang berhasil 
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tercapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Sama halnya dengan 
penelitian yang dilakukan penulis untuk mengukur kefektifan penggunaan media 
massa radio dalam melakukan  panggilan gaib Pengadilan Agama Sungguminasa 
adalah dengan melihat seberapa banyak pihak yang terpanggil itu datang 
menghadap ketika di panggil melalui radio. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus yang masuk ke Pengadilan 
Agama Sungguminasa pada tahun 2018 adalah sebanyak 1655 kasus dan kasus 
yang mendominasi adalah kasus perceraian dengan jumlah 1119 kasus ini berarti 
dari kasus yang masuk pada tahun itu 67,61% merupakan kasus perceraian dan 
kasus gaib yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2018 
adalah sebanyak 102 itu berarti ada 9,11% dari kasus perceraian yang masuk 
dalam kategori perkara gaib. 
Dari hasil penelitian penulis bahwa dari 102 perkara gaib yang masuk pada 
tahun 2018 terdapat 82 kasus yang dinyatakan verstek, hal ini berarti dari semua 
perkara gaib yang masuk pada tahun itu pihak yang terpanggil tidak datang ke 
pengadilan untuk memenuhi panggilannya. Hal ini semakin menguatkan argumen 
penulis bahwa untuk penggunaan metode panggilan melalui media massa radio 
sudah tidak efektif lagi jika di tinjau dari hasil putusan pengadilan. 
Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang jurusita Pengadilan Agama 
Sungguminasa yang menyatakan bahwa: 
“Selama saya menangani kasus gaib tidak ada yang datang dan saya sudah 
menjadi jurusita selama kurang lebih tiga tahun dan tidak ada yang datang. 
Sekarang ini radio sudah jarang di pake kalo di pake itu paling di mobil-
mobil ji kalo di rumah jarang mi.”80 
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Dari pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa untuk pemanggilan melalui 
media massa radio sudah bukan lagi pilihan yang tepat, sudah seharusnya ada 
perubahan untuk aturan ini. Karena melihat dari hasil pemanggilan bahwa tidak 
ada pihak yang datang setelah di panggil melalui radio. 
Namun ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan panggilan gaib 
melalui media massa di Pengadilan Agama Sunguminasa masih efektif, seperti 
yang dikatakan oleh pak syahrul selaku hakim di Pengadilan Agama 
Sungguminasa: 
“Intinya adalah bunyi aturan undang-undang sudah menyatakan seperti itu, 
empat bulan waktu yang dibutuhkan untuk memanggil. Cuma terkadang 
ada yang mengurangi itu. saya rasa pemilihan cara seperti itu sudah efektif 
karena kenapa pilihannya itu radio karna lebih banyak dikenal orang dan 
jangkauannya juga luas bahkan di luar negeri juga orang bisa dengar. Di 
banding dengan yang lain audio itu lebih cepat karna langsung di dengar 
orang. Makanya kenapa dipilih radio itu karena cepat diketahui orang 
banyak.”81 
 
Menurut Pak Syahrul penggunaan radio sebagai alat untuk memanggil 
pihak yang gaib itu masih efektif karena menurut beliau radio adalah sarana yang 
poaling efektif dibandingkan media massa yang lain. Selain itu, beliau juga 
menjelaskan bahwa radio adalah adalah alternatif terbaik karena harganya juga 
terjangkau dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara. 
Dan jika menggunakan media lain, contohnya seperti televisi menurut beliau itu 
justru akan menambah biaya lagi karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk 
memasukka iklan di televisi memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi menurut 
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beliau radiolah yang efektif dan sesuai juga dengan asas cepat, sederhana dan 
biaya ringan. 
Adapun tambahan dari Pak Najmi yang berpendapat bahwa penggunaan 
radio masih efektif: 
“Jadi perkara gaib itu sebenarnya banyak, dan kalo gaib (kalo tidak hadir 
di persidangan) yah sudah berarti verstek yah. Saya pernah menangani 
kasus gaib, kayaknya dua perkara yang saya tangani ternyata dia di 
gaibkan dan datanglah suaminya. Jadi kalo efektif yah efektif karena dari 
hukum acara sudah ada yang  mengatur sampai di sana. Kalo dilihat di 
koran, seperti ikaln-iklan dan pemberitahuan tentang orang yang cina 
meninggal belum tentu orang baca. Jadi emang agak sulit mencari media 
massa yang efektif. Maka RRI itulah yang dirasa efektif karena sampai di 
luar negeri juga. Yang pentingkan ada payung hukumnya.”82 
 
Dari pernyataan di atas bahwa penggunaan media lain juga selain radio itu 
juga masih kurang efektif, contohnya seperti koran selain biaya yang mahal 
penggunaan koran untuk memanggil pihak yang gaib dinilai tidak kurang efektif. 
Selain itu, menurut beliau yang terpenting adalah pelaksanaan panggilan itu sudah 
sesuai dengan prosedur yang ada. Selama yang dilakaukan pengadilan itu sesuai 
dengan aturan itu berarti panggilan itu sudah efektif terlebih lagi metode yang 
digunakan itu mempunyai payung hukumnya. 
Jadi jika metode panggilan melalui media massa radio dilihat dari segi 
pencapaian atau tujuan maka penggunaan metode seperti ini sudah kurang efektif. 
Karena meskipun ada yang datang itu hanya satu sampai dua orang saja. Tapi 
kalau dilihat dari proses pelaksanannya, maka pengguanan media massa ini masih 
terbilang efektif karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. 
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Jika dilihat dari pernyataan yang dilontarkan kedua hakim tersebut di atas 
yang mereka maksud adalah pelaksanaan panggilan itu sudah benar karena sudah 
sesuai dengan aturan yang ada. Namun mereka memakai sudut pandang proses 
yang merka jalankan, maka dari itu mereka menyatakan bahwa pelaksanaan 
panggilan gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa telah efektif.  
Meskipun masih ada yang mengatakan bahwa panggilan gaib melalui 
media massa radio masih terbilang efektif, namun panggilan dengan cara ini juga 
memiliki banyak kekurangan yang menyebabkan pihak yang dipangil tidak datang 
ke persidangan seperti pengguna radio yang semakin berkurang karena telah 
digantikan oleh teknologi yang lebih canggih, contohnya seperti televisi. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa televisi merupakan media yang sangat populer 
digunakan untuk memperoleh informasi karena menggunakan teknologi audio 
visual dimana penikmatnya dapat mendengar suara sekaligus dengan 
memperlihatkan gambarnya. Durasi yang sangat singkat saat penyiaran membuat 
peluang yang kecil untuk mendengarkan panggilan. Panggilan yang dilakukan 
oleh pihak radio dilaksanakan pada saat selingan program acaranya dengan durasi 
yang sangat singkat seperti layaknya iklan. Walaupun yang digunakan adalah 
RRI, yang kita ketahui sebagai siaran nasional tetapi tidak semua program 
dimasukkan dalam siaran nasional dan pemanggilan yang disiarkan oleh 
pengadilan ini hanya berlaku untuk daerah sulawesi selalatan saja. Hal ini menjadi 
penghalang bagi orang yang berada di luar daerah sulawesi selatan untuk 
mendengarkan panggilannya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 
pelaksanaan panggilan gaib melalui media massa di Pengadilan Agama 
Sungguminasa sudah tidak efektif lagi dan perlu adanya perubahan karena melihat 
dari jumlah pihak yang datang setelah pemnggilan itu membuktikan bahwa 
penggunaan media massa radio bukan lagi pilihan yang tepat. Tujuan utama 
dilaksanakan panggilan adalah agar para pihak yang terpanggil datang di 
persidangan, jadi apabila pihak yang terpanggil tidak datang maka tujuan dari 
panggilan itu tidak tercapai. Meskipun pada saat pemanggilan rmelalui radio 
pihak yang terpanggil ada yang datang, tetapi jumlahnya juga sangat minim, 
bahkan yang datang hanya satu dua ornag saja. Sedangkan kasus gaib yang masuk 
ke Pengadilan Agama Sungguminasa itu ada ratusan kasus. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan panggilan gaib melalui media massa oleh Pengadilan Agama 
Sungguminasa dilakukan melalui radio. Radio Republik Indonesia (RRI) 
merupakan pilihan pengadilan untuk menyampaikan panggilan gaibnya. Adapun 
panggilan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu panggilan 
pertama dan kedua adalah 1 bulan dan tenggang waktu antara panggilan kedua 
dengan hari sidang adalah 3 bulan. 
Pengadilan Agama Sungguminasa tidak melakukan upaya untuk 
memaksmalkan panggilan gaib selain pemanggilan melalui radio karena 
mengukiti apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.  
pelaksanaan panggilan gaib melalui media massa di Pengadilan agama 
Sungguminasa sudah tidak efektif lagi dan perlu adanya perubahan karena melihat 
dari jumlah pihak yang datang setelah pemnggilan itu membuktikan bahwa 
penggunaan media massa radio bukan lagi pilihan yang tepat. Sedangkan tujuan 
utama dilaksanakan panggilan adalah agar para pihak yang terpanggil datang di 
persidangan, jadi apabila pihak yang terpanggil tidak datang maka tujuan dari 
panggilan itu tidak tercapai. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan adanya perubahan 
metode  panggilan gaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. 
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Melihat pihak yang datang setah pemanggilan, tentu sudah menjadi tugas 
pengadilan untuk melakukan inovasi baru untuk mengoptimalkan panggilan gaib, 
seperti Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan panggilan melalui Short 
Message Service (SMS) atau melakukan panggilan online dengan cara mengirm 
peasan Whatssapp atau melalui e-mail. Melihat perkembangan teknologi saat ini 
sangat berkembang, maka sekiranya perlu untuk dimanfaatkan. 
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